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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Program kartu Indonesia sehat merupakan salah satu program sebagai 

bentuk perwujudan dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Kartu Indonesia 

Sehat adalah kartu identitas jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

dikelolah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

sebagai bentuk pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat. Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang 

kurang mampu, dimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan secara 

gratis tanpa dipunggut biaya apapun karena sudah ditanggung oleh 

pemerintah Dalam melaksanakan program masih ada beberapa kendala tapi 

masih bisa berjalan dengan baik. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar implementasi ini berjalanan 

dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan   

1. Kepala Desa Nenu diharapkan meningkatkan kesadaran pegawai, 

perlu memberi sanksi apabila ada yang telat dengan alasan yang 

ditak jelas, agar pasien tidak menunggu terlalu lama. 

2. Lebih banyak memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan juga 

penyuluhan tentang program KIS ini. 
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3. Kepada pegawai disarankan untuk selalu ramah kepada pasien, dan 

tetap selalu memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 
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